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GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PROGRAM/KEGIATAN GERAKAN PEMBANGUNAN

DESA TERPADU MANDARA (GERBANG SADU MANDARA)

Menimbang

Mengingat

DI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan desa di Provinsi Bali, perlu
memberikan bantuan kepada pemerintah desa dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali,
melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa
Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara);

bahwa untuk melaksanakan program/kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuatkan
landasan hukum berupa Peraturan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Program/Kegiatan Gerakan
Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu
Mandara) di Provinsi Bali;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1654);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


User
Text Box
SALINAN


10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoenesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 582 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007
tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis
Masyarakat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007
tentang Pendataan Program Pembangunan Desa;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2012 Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12,
Tambah Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi
Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM/KEGIATAN
GERAKAN PEMBANGUNAN DESA TERPADU MANDARA
(GERBANG SADU MANDARA) DI PROVINSI BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
Gubernur adalah Gubernur Bali.

Pemerintah ~ Kabupaten/Kota adalah  Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Bali.

Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Bali yang merupakan
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan
DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Provinsi Bali adalah Lembaga teknis daerah yang
mendukung Kepala Daerah dalam melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa.
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Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya
disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus masyarakat setempat,
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.

Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa
adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali
kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang.
Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang
diinginkan dalam pembangunan masyarakat sebagai
upaya untuk  mewujudkan kemampuan = dan
kemandirian dalam kehidupan  bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya untuk
mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat
Desa dan Kelurahan yang meliputi aspek ekonomi,
sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui

penguatan Pemerintahan Desa, lembaga
kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas
masyarakat.

Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang
dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan
dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta
pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan,
dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar
pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan,
bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi,
supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi
pelaksanaan.

Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan
dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan
non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam
kegiatan pembangunan.

Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat
dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan,
pemanfataan, pemeliharaan dan pengembangan hasil
pembangunan.

Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan
Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan
stakeholders desa/kelurahan untuk menyepakati
rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
Pendamping adalah orang/lembaga yang menjalin
relasi sosial dengan masyarakat dalam rangka
memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan
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menjembatani kebutuhan dalam pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat di desa.

BUMDes merupakan lembaga usaha masyarakat yang
kedudukannya berada diluar struktur Organisasi
Pemerintah Desa.

Belanja Subsidi adalah belanja yang dianggarkan dalam
APBD digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya
produksi kepada Perusahaan/Lembaga tertentu dengan
maksud agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan
dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Belanja Hibah adalah belanja yang dianggarkan dalam
APBD diberikan kepada pemerintah atau pemerintah
daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi
swasta/organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok
masyarakat/perorangan serta perusahaan daerah, yang
bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan fungsi
pemerintahan daerah dan layanan dasar umum serta
peningkatan  partisipasi dalam = penyelenggaraan
pembangunan daerah.

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang
dianggarkan dalam APBD digunakan untuk pemberian
bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada
penerima bantuan yang bertujuan untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumberdayakan
masyarakat desa, yang dibentuk di desa dalam rangka
mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar
bagi masyarakat desa.

Program/Kegiatan = Gerakan Pembangunan  Desa
Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) adalah
salah satu Kegiatan/Program Pemerintah Provinsi Bali
untuk mendukung percepatan pembangunan di Desa
dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Tujuan Umum : Mempercepat pengentasan kemiskinan
melalui pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi
masyarakat diperdesaan dengan berbasis pada sumber
daya lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
Desa, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan
memperbaiki pengelolaan pemerintahan Desa serta
penguatan institusi lokal ditingkat Desa.

Tujuan Khusus :

a menumbuhkan  kreativitas  masyarakat dalam
pemanfaatan potensi dan sumber daya alam yang ada
secara optimal, lestari, dan berkelanjutan, serta
meningkatkan pendapatan masyarakat Desa agar
secara bertahap mampu membangun diri dan
lingkungannya secara mandiri;

b menyediakan prasarana dan sarana dasar yang
mendukung peningkatan usaha ekonomi dan
pendapatan masyarakat perdesaan;



¢ meningkatkan dan mengembangkan usaha ekonomi
mikro sesuai dengan potensi dan sumberdaya lokal
serta pengurangan pengangguran; dan

d meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat
dalam proses pembangunan infrastruktur dan sosial
ekonomi secara partisipatif melalui rangkaian
musyawarah pembangunan dari tingkat dusun
hingga ke tingkat Desa.

Pasal 3

Sasaran :

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

tumbuhnya kreativitas masyarakat dalam pemanfaatan
potensi dan sumber daya alam yang ada secara optimal,
lestari, dan berkelanjutan, serta meningkatnya
pendapatan masyarakat Desa agar secara bertahap
mampu membangun diri dan lingkungannya secara
mandiri.

terbangunnya infrastruktur dasar yang mendukung
pengembangan sosial ekonomi masyarakat perdesaan.
berkembangnya usaha ekonomi mikro sesuai dengan
potensi dan sumberdaya lokal serta pengurangan
pengangguran.

meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat
dalam proses pembangunan infrastruktur dan sosial
ekonomi secara partisipatif melalui musyawarah
pembangunan Desa.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
GERBANG SADU MANDARA

Pasal 4

Setiap Desa Penerima Program/Kegiatan Gerakan
Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu
Mandara) diberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK)
sebesar RP. 1.020.000.000,00 (Satu milyar dua puluh
juta rupiah).

Desa Penerima Program/Kegiatan Gerakan
Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu
Mandara) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Tata kelola penyusunan program/kegiatan Gerbang
Sadu Mandara diatur lebih lanjut dalam petunjuk
teknis.

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.



Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Teknis Bantuan Keuangan Kepada Desa melalui
Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu
Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Mei 2014

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 21
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